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Abstrak

Korupsi masih menjadi tantangan yang memengaruhi penguatan integritas dalam dunia pendidikan sehingga
diperlukan pendidikan antikorupsi yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Penelitian ini
bertujuan menganalisis proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter dalam membentuk
integritas peserta didik di SMA Negeri 1 Takengon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak
hanya berlangsung melalui pembelajaran di kelas, tetapi berkembang melalui interaksi antara budaya sekolah,
keteladanan guru, tata kelola sekolah, pengalaman sosial peserta didik, serta dukungan keluarga. Nilai kejujuran,
keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian diinternalisasikan melalui pembiasaan yang
berkelanjutan, kesempatan menjalankan amanah, pengambilan keputusan, serta penerapan aturan sekolah secara
konsisten. Pengalaman tersebut membentuk integritas peserta didik sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak berhenti
pada ranah pengetahuan, tetapi tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Penelitian ini memperlihatkan
bahwa penguatan pendidikan antikorupsi memerlukan ekosistem pendidikan yang mengintegrasikan
pembelajaran, budaya sekolah, tata kelola kelembagaan, dan kolaborasi dengan keluarga sebagai fondasi
pembentukan karakter antikorupsi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Karakter, Integritas, Internalisasi Nilai
Abstract

Corruption remains a persistent challenge that undermines integrity within educational environments,
highlighting the need for character-based anti-corruption education from an early stage. This study aims to
analyze the internalization of anti-corruption values through character education in shaping students' integrity
at SMA Negeri 1 Takengon. The findings indicate that the internalization process extends beyond classroom
instruction and develops through the interaction of learning activities, school culture, teacher role modelling,
institutional governance, students' social experiences, and family support. The values of honesty, justice,
responsibility, simplicity, and courage are strengthened through continuous habituation, collaborative learning,
decision-making opportunities, and the consistent implementation of school norms. These interconnected
experiences transform anti-corruption values from conceptual understanding into everyday practices reflected in
students' attitudes and behaviors. The study further demonstrates that effective anti-corruption character
education requires an educational ecosystem in which pedagogical practices, organizational culture, and
stakeholder collaboration reinforce one another. This perspective contributes to the development of anti-
corruption character education by emphasizing that integrity is cultivated through sustained educational
experiences rather than through the transmission of moral knowledge alone.

Keywords: Anti-Corruption Education, Character Education, Integrity, Value Internalization

1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dampaknya tidak hanya
dirasakan pada sektor ekonomi dan politik, tetapi juga memengaruhi kualitas penyelenggaraan
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pendidikan melalui melemahnya budaya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Jariyah et
al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan strategi preventif yang
berperan dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui proses pendidikan, sedangkan
Salam et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter menjadi bagian penting
dari kebijakan antikorupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki posisi strategis
dalam membentuk generasi yang berintegritas dan mampu menolak berbagai bentuk perilaku
koruptif sejak dini.

Pendidikan antikorupsi berkembang sebagai bagian integral dari pendidikan karakter
yang berorientasi pada pembentukan nilai, sikap, dan perilaku peserta didik. Menurut Nurudin
et al. (2023), nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian perlu
diinternalisasikan secara berkelanjutan melalui proses pendidikan agar menjadi bagian dari
karakter peserta didik. Sejalan dengan itu, Zulaiha et al. (2025) membuktikan bahwa
pendidikan karakter antikorupsi berkontribusi terhadap penguatan integritas pendidikan,
sedangkan Gusnata et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan
karakter antikorupsi mampu meningkatkan sikap dan perilaku antikoruptif peserta didik.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada
penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter yang tercermin dalam
perilaku sehari-hari.

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah semakin diarahkan pada integrasi nilai-
nilai integritas ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, dan budaya sekolah. Al Ghifari et al.
(2026) menjelaskan bahwa efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh
keselarasan kurikulum, strategi pembelajaran, serta dukungan kelembagaan sekolah,
sedangkan Suyitno et al. (2026) menegaskan pentingnya materi pembelajaran dan sistem
evaluasi dalam memperkuat integritas peserta didik. Hasil penelitian Santoso et al. (2024) turut
menunjukkan bahwa kualitas pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh kemampuan sekolah
menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya integritas secara berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan program, tetapi juga oleh kemampuan sekolah menginternalisasikan nilai-nilai
antikorupsi ke dalam seluruh aktivitas pendidikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi telah
dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti integrasi ke dalam kurikulum, penguatan
budaya sekolah, pembelajaran berbasis nilai, hingga pendidikan kewarganegaraan. Wahyuni et
al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan antikorupsi dipengaruhi
oleh keteladanan guru dan pembiasaan perilaku positif di lingkungan sekolah. Rohidussyafiq
(2026) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan
karakter antikorupsi, sedangkan Ruhadi dan Uddin (2025) menempatkan penguatan etika
Pancasila sebagai landasan pembentukan budaya antikorupsi. Meskipun memberikan
kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak berfokus pada efektivitas
program, penguatan kurikulum, atau peran mata pelajaran tertentu. Kajian yang secara
komprehensif menjelaskan bagaimana nilai-nilai antikorupsi diinternalisasikan melalui
interaksi antara proses pembelajaran, budaya sekolah, dan keteladanan guru dalam membentuk
integritas peserta didik masih relatif terbatas.

Penelitian pada konteks internasional juga menunjukkan bahwa implementasi
pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh karakteristik sistem pendidikan dan budaya masing-
masing negara. Pratama & Siregar (2026) mengungkap bahwa efektivitas pendidikan
antikorupsi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kurikulum dengan konteks sosial dan budaya,
sedangkan Sakban et al. (2025) menekankan pentingnya penanaman nilai kejujuran dan
kesederhanaan sejak dini sebagai fondasi pembentukan karakter antikorupsi. Temuan-temuan
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tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi tidak dapat dipahami hanya
dari aspek kurikulum atau kebijakan, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan konteks sekolah,
budaya organisasi, serta praktik keseharian yang membentuk proses internalisasi nilai pada
peserta didik. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menjelaskan
mekanisme internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam lingkungan sekolah secara lebih
mendalam.

SMA Negeri 1 Takengon merupakan salah satu sekolah yang telah mengintegrasikan
pendidikan antikorupsi ke dalam berbagai aktivitas pendidikan melalui pembelajaran, budaya
sekolah, dan program pembiasaan sejak tahun 2019. Berdasarkan hasil observasi awal, nilai-
nilai antikorupsi tidak hanya diperkenalkan melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga
diwujudkan dalam praktik keseharian melalui pembiasaan perilaku jujur, tanggung jawab,
disiplin, kesederhanaan, serta keberanian menyampaikan kebenaran yang didukung oleh
keteladanan guru, kebijakan sekolah, dan berbagai aktivitas pembinaan peserta didik. Selain
itu, berbagai bentuk keterlibatan peserta didik dalam organisasi sekolah, pengelolaan tugas,
serta kerja sama antara sekolah dan orang tua menunjukkan bahwa proses pembentukan
integritas berlangsung melalui pengalaman belajar yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah.
Kondisi tersebut menjadikan SMA Negeri 1 Takengon sebagai konteks yang relevan untuk
mengkaji secara lebih mendalam mekanisme internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam
pembentukan integritas peserta didik.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menawarkan perspektif yang
berbeda dengan memusatkan perhatian pada mekanisme internalisasi nilai-nilai antikorupsi
melalui pendidikan karakter dalam membentuk integritas peserta didik di sekolah menengah
atas. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada konteks penelitian di SMA Negeri 1
Takengon, tetapi juga pada analisis mengenai bagaimana pembelajaran, budaya sekolah,
keteladanan guru, tata kelola sekolah, serta pengalaman peserta didik dalam menjalankan
berbagai amanah saling berinteraksi membentuk karakter antikorupsi. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menjelaskan implementasi nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari
program pendidikan karakter, tetapi juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai berlangsung
melalui ekosistem pendidikan yang melibatkan interaksi antara kebijakan sekolah, praktik
pembelajaran, pengalaman sosial peserta didik, dan dukungan lingkungan pendidikan secara
berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses
internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter dalam membentuk integritas
peserta didik di SMA Negeri 1 Takengon. Analisis difokuskan pada implementasi nilai
kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keberanian melalui pembelajaran,
budaya sekolah, keteladanan guru, serta berbagai praktik kelembagaan yang mendukung
pembentukan karakter antikorupsi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi
konseptual terhadap pengembangan model implementasi pendidikan karakter antikorupsi yang
menempatkan pembelajaran, budaya sekolah, tata kelola kelembagaan, dan pengalaman belajar
peserta didik sebagai satu kesatuan dalam membangun budaya integritas di sekolah, sekaligus
menjadi referensi praktis bagi sekolah dalam memperkuat pendidikan antikorupsi secara
berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi
melalui pendidikan karakter dalam membentuk integritas peserta didik di SMA Negeri 1
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Takengon. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena
secara holistik berdasarkan pengalaman, perspektif, dan praktik yang berlangsung secara
alamiah di lingkungan sekolah, sedangkan desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi
suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata sehingga menghasilkan
pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pendidikan antikorupsi pada konteks
tertentu.

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Takengon, Kecamatan Bebesen, Kabupaten
Aceh Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena sekolah tersebut telah
mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari penguatan pendidikan
karakter sejak tahun 2019 melalui integrasi pembelajaran, program pembiasaan, serta budaya
sekolah yang berorientasi pada pembentukan integritas peserta didik. Penelitian berlangsung
selama empat bulan, yaitu Januari-April 2024, sehingga peneliti memiliki kesempatan
melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai aktivitas sekolah yang berkaitan
dengan implementasi pendidikan antikorupsi.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan penelitian dipilih
menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam
perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pendidikan antikorupsi di sekolah. Informan
penelitian berjumlah 21 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling
berdasarkan keterlibatan mereka dalam implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah.
Informan terdiri atas satu kepala sekolah, empat wakil kepala sekolah yang membidangi
kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat, dua wali kelas,
masing-masing satu guru Pendidikan Pancasila, guru Pendidikan Agama, guru sejarah, dan
guru IPAS, serta sepuluh peserta didik. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen
sekolah, seperti program pendidikan karakter, tata tertib sekolah, dokumen pembelajaran,
laporan kegiatan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi pendidikan
antikorupsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi
dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung implementasi nilai-nilai
antikorupsi dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, dan aktivitas keseharian warga
sekolah. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang
mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik para informan terhadap implementasi
pendidikan antikorupsi. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta
memuverifikasi data hasil observasi dan wawancara melalui berbagai dokumen yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang
meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap reduksi
dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, melakukan proses pengodean (coding), serta
memfokuskan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian
naratif yang disusun berdasarkan tema-tema implementasi nilai kejujuran, keadilan, tanggung
jawab, kesederhanaan, dan keberanian. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan
kesimpulan secara terus-menerus disertai proses verifikasi terhadap seluruh temuan hingga
diperoleh pola yang konsisten mengenai mekanisme internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam
pembentukan integritas peserta didik.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan,
sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui pencocokan hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menerapkan kriteria trustworthiness yang meliputi
credibility, transferability, dependability, dan confirmability untuk memastikan bahwa seluruh
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proses penelitian dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di
SMA Negeri 1 Takengon telah dilaksanakan melalui berbagai aktivitas pembelajaran,
pembiasaan, dan budaya sekolah yang saling mendukung dalam membentuk integritas peserta
didik. Berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi tersebut
tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan mengenai antikorupsi, tetapi juga
diarahkan pada proses internalisasi nilai-nilai karakter melalui pengalaman belajar, interaksi
antara guru dan peserta didik, serta berbagai program sekolah yang mendorong terbentuknya
perilaku antikoruptif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi di
sekolah telah diintegrasikan ke dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sosial peserta
didik sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter.

Berdasarkan fokus penelitian, implementasi pendidikan karakter antikorupsi dianalisis
melalui lima nilai utama, yaitu kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan
keberanian. Kelima nilai tersebut merupakan dimensi yang saling berkaitan dalam membangun
integritas peserta didik dan diwujudkan melalui proses pembelajaran, keteladanan guru, serta
budaya sekolah yang berkembang di SMA Negeri 1 Takengon. Uraian pada setiap bagian
berikut menyajikan hasil temuan lapangan sekaligus pembahasannya untuk menjelaskan
bagaimana masing-masing nilai diinternalisasikan dalam kehidupan sekolah.

Implementasi Nilai Kejujuran dalam Pembelajaran dan Kehidupan Sehari-hari

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi nilai kejujuran di SMA Negeri 1
Takengon dilakukan melalui kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan dalam kehidupan
sehari-hari di lingkungan sekolah. Pada kegiatan pembelajaran, guru mengintegrasikan nilai
kejujuran melalui diskusi kelas, proyek kelompok, serta pelaksanaan tugas dan ujian yang
dikerjakan secara mandiri tanpa menyontek. Selain itu, peserta didik dibiasakan
menyampaikan pendapat berdasarkan pemahaman sendiri, mencantumkan sumber informasi
secara benar, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dibuat. Di luar kegiatan
pembelajaran, pembiasaan nilai kejujuran terlihat dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi
siswa, dan program Kelas Kejujuran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mempraktikkan perilaku jujur dalam berbagai aktivitas sekolah. Meskipun demikian, hasil
observasi juga menunjukkan bahwa penerapan nilai kejujuran di luar kelas masih menghadapi
hambatan berupa tekanan kompetisi akademik, norma kelompok, dan pengaruh media sosial
yang memengaruhi konsistensi perilaku peserta didik. Data observasi juga menunjukkan
adanya peningkatan perilaku jujur sebesar 25% selama satu semester setelah berbagai program
pembiasaan diterapkan di sekolah.

Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa implementasi karakter
kejujuran dipandang sebagai tanggung jawab seluruh warga sekolah. Kepala sekolah
menyampaikan bahwa pendidikan kejujuran tidak cukup dilaksanakan melalui kegiatan
akademik, tetapi harus diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat
agar peserta didik mampu menerapkan nilai kejujuran secara konsisten dalam kehidupan
sehari-hari. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
menjelaskan bahwa internalisasi nilai kejujuran telah diintegrasikan sejak tahap perencanaan
pembelajaran melalui penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan asesmen, dan berbagai aktivitas
belajar yang mendorong peserta didik mengerjakan tugas secara mandiri, menyampaikan
gagasan berdasarkan pemahaman sendiri, serta menghargai keaslian karya. Guru Pendidikan
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Pancasila, wali kelas, dan guru mata pelajaran lainnya juga mengungkapkan bahwa diskusi
kelas, proyek kelompok, dan pembelajaran kooperatif menjadi strategi yang efektif dalam
membangun integritas akademik karena mampu menumbuhkan rasa saling percaya, tanggung
jawab, dan kesadaran moral peserta didik.

Meskipun demikian, para informan mengakui bahwa penerapan nilai kejujuran masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat tekanan kompetisi akademik, pengaruh media
sosial, dan norma kelompok yang dapat memengaruhi konsistensi perilaku peserta didik di luar
kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, beberapa informan menekankan pentingnya evaluasi
perilaku secara berkala, simulasi etis, serta penguatan kerja sama antara sekolah dan orang tua
melalui berbagai kegiatan pembinaan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keluarga
memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi karakter kejujuran. Beberapa guru
mengungkapkan bahwa peserta didik sering menghadapi dilema etis di lingkungan keluarga
maupun masyarakat sehingga pembiasaan yang dilakukan di sekolah perlu didukung oleh
pendidikan karakter di rumah. Salah seorang informan menyatakan, "Penerapan karakter
kejujuran sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, di mana siswa sering menghadapi
dilema etis di rumah seperti mengakui kesalahan. Workshop kolaborasi sekolah-orang tua
dapat memperkuat nilai ini, memastikan siswa jujur tidak hanya di sekolah tetapi juga di
masyarakat.” Informan lain juga menegaskan bahwa penguatan melalui modul interaktif,
simulasi etis, dan workshop bersama orang tua diperlukan agar peserta didik mampu
mempertahankan sikap jujur ketika menghadapi tekanan sosial maupun pengaruh media
digital.

Hasil dokumentasi memperkuat temuan observasi dan wawancara. Dokumen sekolah
menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah diintegrasikan ke dalam tata tertib sekolah, program
pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, serta berbagai program pembiasaan yang
berorientasi pada pembentukan integritas peserta didik. Dokumentasi hasil survei terhadap
sepuluh peserta didik menunjukkan bahwa 70% responden menyatakan nilai kejujuran
ditekankan dalam kegiatan akademik, terutama pada pelaksanaan ujian dan penyelesaian tugas
secara mandiri. Namun, hanya 40% responden yang menilai bahwa penerapan nilai kejujuran
berlangsung secara konsisten dalam interaksi di luar kelas karena masih dipengaruhi tekanan
kelompok dan kurangnya pengawasan. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa sekitar 60%
peserta didik mengakui nilai kejujuran yang ditanamkan dalam keluarga memberikan pengaruh
positif terhadap penerapan perilaku jujur di sekolah. Berbagai dokumen tersebut
memperlihatkan bahwa implementasi karakter kejujuran telah menjadi bagian dari proses
pembelajaran maupun budaya sekolah, meskipun masih memerlukan penguatan agar
penerapannya berlangsung secara konsisten dalam berbagai situasi.

Implementasi nilai kejujuran yang ditemukan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa
proses internalisasi karakter antikorupsi berlangsung melalui mekanisme yang berlapis.
Kejujuran tidak dibangun hanya melalui penyampaian materi dalam pembelajaran, tetapi
berkembang melalui pengalaman peserta didik ketika berinteraksi dengan guru, teman sebaya,
aturan sekolah, serta berbagai bentuk pembiasaan yang diterapkan secara konsisten. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa pembentukan karakter antikorupsi lebih ditentukan oleh
keberlangsungan pengalaman belajar yang dialami peserta didik dibandingkan dengan
intensitas penyampaian materi mengenai antikorupsi. Dengan kata lain, kejujuran berkembang
sebagai budaya yang dipraktikkan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari perilaku
sehari-hari peserta didik.

Proses tersebut dapat dijelaskan melalui teori pendidikan karakter yang menegaskan
bahwa pembentukan karakter berlangsung melalui keterkaitan antara moral knowing, moral
feeling, dan moral action (Annisa & Ismail, 2024: Alfariz dkk., 2026; Tode dkk., 2025). Pada

49



penelitian ini, ketiga komponen tersebut tampak saling menguatkan. Pembelajaran
memberikan pemahaman mengenai makna kejujuran sebagai nilai antikorupsi, sedangkan
pembiasaan dan keteladanan guru membentuk kesadaran moral peserta didik untuk
menghargai nilai tersebut. Kesadaran tersebut selanjutnya diwujudkan dalam tindakan nyata
melalui pelaksanaan tugas, ujian, maupun aktivitas organisasi sekolah yang menuntut tanggung
jawab dan kejujuran. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai kejujuran berlangsung
sebagai proses pembelajaran sosial yang berkesinambungan, bukan sebagai perubahan perilaku
yang terjadi secara instan.

Dari perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan pembentukan nilai kejujuran juga
menunjukkan adanya keterkaitan antara komunikasi kebijakan, komitmen pelaksana, dan
budaya organisasi (Yusuf dkk,m 2024; Ningtyas dkk., 2025). Sekolah tidak hanya
menyampaikan pentingnya kejujuran melalui kegiatan pembelajaran, tetapi juga
mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam tata tertib, program pembiasaan, serta berbagai
aktivitas sekolah. Konsistensi guru dalam memberikan teladan memperkuat implementasi
kebijakan tersebut sehingga peserta didik memperoleh pengalaman yang sama baik di dalam
maupun di luvar kelas (Rahma dkk., 2025; Ernawati dkk., 2025). Dengan demikian,
implementasi pendidikan antikorupsi pada penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas
suatu program tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan
sekolah membangun lingkungan yang secara konsisten merepresentasikan nilai-nilai yang
diajarkan.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nurwahyuni dkk., (2026) dan Hamik
dkk (2026)yang menempatkan keteladanan guru dan pembiasaan sebagai faktor penting dalam
pendidikan antikorupsi. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut
belum sepenuhnya menjelaskan keberhasilan internalisasi nilai kejujuran. Data penelitian
memperlihatkan bahwa dukungan keluarga turut menentukan konsistensi perilaku peserta didik
ketika berada di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan antikorupsi
tidak cukup dipahami sebagai hasil implementasi program sekolah semata, tetapi merupakan
hasil interaksi antara pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, dan penguatan nilai di
lingkungan keluarga. Temuan ini memberikan perspektif bahwa proses internalisasi nilai
kejujuran berlangsung dalam suatu ekosistem pendidikan yang saling berkaitan, sehingga
keberlanjutan pembentukan karakter antikorupsi memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga,
dan lingkungan sosial peserta didik.

Implementasi Nilai Keadilan dalam Interaksi antara Guru, Peserta Didik, dan Warga
Sekolah

Prinsip keadilan di SMA Negeri 1 Takengon tercermin dalam berbagai praktik
penyelenggaraan pembelajaran maupun kehidupan sekolah yang menempatkan seluruh peserta
didik pada posisi yang setara. Selama proses observasi, tidak ditemukan adanya perlakuan yang
membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang sosial, kemampuan akademik, maupun
keaktifan di kelas. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk
bertanya, mengemukakan pendapat, mengikuti diskusi, serta memperoleh umpan balik
terhadap hasil belajarnya. Dalam kegiatan kelompok, pembagian tugas dilakukan secara
proporsional dan penyelesaian perbedaan pendapat diarahkan melalui musyawarah sehingga
setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan
keputusan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa nilai keadilan tidak hanya menjadi bagian
dari aturan sekolah, tetapi juga hadir dalam pola interaksi sehari-hari antarwarga sekolah.

Penguatan nilai keadilan juga tergambar dari pandangan para informan mengenai
pentingnya perlakuan yang objektif dalam seluruh aktivitas sekolah. Kepala sekolah
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menjelaskan bahwa keadilan tidak dimaknai sebatas pemberian hak yang sama kepada seluruh
peserta didik, tetapi juga diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang transparan,
penyelesaian konflik secara musyawarah, serta pemberian kesempatan yang setara bagi setiap
peserta didik untuk berkembang. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan mengungkapkan bahwa setiap program pembinaan peserta didik disusun
dengan mengedepankan prinsip kesetaraan sehingga seluruh siswa memperoleh kesempatan
yang sama untuk mengikuti kegiatan akademik maupun nonakademik. Menurutnya,
penyelesaian berbagai persoalan kedisiplinan dilakukan melalui pendekatan dialogis dan
musyawarah agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat adil, tetapi juga mampu
menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai di antara peserta didik.

Guru Pendidikan Agama menjelaskan bahwa nilai keadilan merupakan bagian dari
pembentukan akhlak yang harus dibiasakan dalam kehidupan sekolah melalui sikap
menghargai hak orang lain, berlaku objektif, dan menghindari perlakuan yang diskriminatif.
Salah seorang guru juga menyampaikan, "Guru harus mampu bersikap objektif dalam
memberikan penilaian maupun pembinaan kepada seluruh siswa sehingga tidak muncul
anggapan adanya perlakuan yang berbeda.” Informan lainnya menambahkan bahwa
pembiasaan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan antarpeserta didik membantu mereka
memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan
sebelum suatu keputusan ditetapkan. Para guru menilai bahwa pengalaman tersebut
memberikan pembelajaran nyata mengenai pentingnya keadilan sebagai landasan dalam
membangun hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah.

Perspektif yang sama juga muncul dari peserta didik. Mereka mengungkapkan bahwa
guru berusaha menerapkan aturan secara konsisten kepada seluruh siswa tanpa membedakan
status maupun prestasi akademik. Kesempatan mengikuti kegiatan sekolah, memperoleh
pembinaan, maupun menyampaikan pendapat diberikan secara terbuka sehingga peserta didik
merasa diperlakukan secara adil. Menurut salah seorang peserta didik, "Kalau ada masalah,
biasanya guru mengajak kami berdiskusi terlebih dahulu sehingga semua bisa menjelaskan
pendapatnya sebelum keputusan diambil.” Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa peserta
didik tidak hanya memahami konsep keadilan sebagai materi pembelajaran, tetapi juga
merasakan penerapannya dalam praktik kehidupan sekolah sehari-hari melalui interaksi yang
terbuka, penghargaan terhadap pendapat, dan perlakuan yang setara dari seluruh warga
sekolah.

Dokumen sekolah memperkuat temuan tersebut melalui berbagai kebijakan yang
mengakomodasi prinsip kesetaraan dan objektivitas. Tata tertib sekolah, pedoman pelaksanaan
organisasi peserta didik, serta program pendidikan karakter menunjukkan bahwa nilai keadilan
diintegrasikan ke dalam mekanisme pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan organisasi,
pemberian penghargaan, maupun penyelesaian pelanggaran disiplin. Dokumentasi kegiatan
sekolah juga memperlihatkan bahwa proses musyawarah menjadi pendekatan yang digunakan
dalam berbagai kegiatan kesiswaan maupun pembelajaran, sehingga penerapan nilai keadilan
berlangsung secara konsisten dalam aktivitas akademik dan nonakademik.

Proses internalisasi nilai keadilan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa pengalaman peserta didik terhadap perlakuan yang adil memiliki peran lebih besar
dibandingkan penyampaian konsep keadilan secara teoritis. Kesempatan yang sama dalam
mengikuti pembelajaran, objektivitas guru dalam memberikan penilaian, serta penggunaan
musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan memberikan ruang bagi peserta didik
untuk memahami alasan di balik suatu keputusan sekaligus menghargai hak orang lain
(Hadiamsyah & Nur, 2026; Kanafu, 2026). Perspektif tersebut selaras dengan pandangan yang
menempatkan perkembangan moral sebagai proses penalaran terhadap prinsip-prinsip keadilan
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(Ibda, 2023). Pada konteks penelitian ini, penalaran moral berkembang melalui pengalaman
sosial yang berulang sehingga peserta didik tidak hanya mematuhi aturan sekolah, tetapi juga
memahami mengapa perlakuan yang adil menjadi fondasi penting dalam kehidupan bersama.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Permadani & Setiyono,
(2025) yang menunjukkan bahwa budaya sekolah dan keteladanan guru merupakan faktor
penting dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi. Demikian pula, Ruhadi dan Uddin (2025)
menegaskan bahwa penguatan etika Pancasila menjadi landasan dalam membangun budaya
antikorupsi di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, hasil penelitian ini memberikan perspektif
yang lebih luas. Nilai keadilan tidak hanya dibentuk melalui keteladanan guru ataupun
penguatan nilai dalam pembelajaran, tetapi juga berkembang melalui mekanisme
kelembagaan, seperti penerapan aturan yang konsisten, pengambilan keputusan yang
transparan, pembagian kesempatan yang setara, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah.
Dengan demikian, keadilan dipraktikkan sebagai budaya organisasi sekolah yang dialami
secara langsung oleh peserta didik dalam setiap aktivitas pendidikan.

Perspektif tersebut sekaligus memperlihatkan kontribusi penelitian ini terhadap kajian
pendidikan karakter antikorupsi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menempatkan
pendidikan antikorupsi pada aspek kurikulum, strategi pembelajaran, atau penguatan nilai
karakter melalui mata pelajaran tertentu. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa proses
internalisasi nilai keadilan berlangsung melalui interaksi yang berkesinambungan antara
pembelajaran, budaya sekolah, tata kelola kelembagaan, dan hubungan sosial antarsesama
warga sekolah. Temuan ini memperkuat pandangan (Balesta, 2025; Khoiriya, 2026; Al-farroz,
2026) bahwa pencegahan korupsi memerlukan institusi yang menjunjung tinggi transparansi,
akuntabilitas, dan keadilan dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks sekolah, nilai keadilan
tidak lagi dipahami sebagai tujuan pembelajaran semata, tetapi menjadi pengalaman sosial
yang membentuk integritas peserta didik serta memperkuat budaya antikorupsi secara
berkelanjutan.

Implementasi Nilai Tanggung Jawab dalam Pembentukan Akuntabilitas Peserta Didik

Pembentukan nilai tanggung jawab di SMA Negeri 1 Takengon dipandang sebagai
proses yang berlangsung melalui pemberian kepercayaan kepada peserta didik dalam
menjalankan berbagai amanah di lingkungan sekolah. Kepala sekolah menekankan bahwa
setiap bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada peserta didik merupakan sarana untuk
membangun komitmen, kedisiplinan, dan integritas sejak dini. Perspektif tersebut diperkuat
oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana yang menilai bahwa pembiasaan
menjaga kebersihan kelas, merawat fasilitas sekolah, serta menggunakan sarana pembelajaran
secara tertib merupakan bagian penting dari pendidikan karakter. Menurutnya, keterlibatan
peserta didik dalam menjaga aset sekolah tidak hanya melatih kepedulian, tetapi juga
membentuk kesadaran bahwa setiap amanah harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan
dengan baik.

Pandangan serupa disampaikan oleh Guru Sejarah yang memandang bahwa tanggung
jawab tidak cukup diajarkan sebagai konsep, melainkan perlu dihadirkan melalui pengalaman
belajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik mengambil keputusan dan
mempertanggungjawabkan hasilnya. Salah seorang guru menyampaikan, "Setiap amanah yang
diberikan kepada siswa harus dipertanggungjawabkan. Mereka tidak hanya belajar
menyelesaikan tugas, tetapi juga belajar menjaga kepercayaan yang diberikan sekolah.”
Dalam praktiknya, para guru secara konsisten melibatkan peserta didik dalam penyelesaian
tugas individu maupun kelompok, pelaksanaan piket kelas, kepengurusan organisasi, dan
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berbagai kegiatan sekolah lainnya sehingga mereka terbiasa menyelesaikan kewajiban sesuai
peran yang diemban serta memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.

Pengalaman tersebut turut dirasakan oleh peserta didik. Mereka mengakui bahwa
berbagai tanggung jawab yang diberikan guru mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam
menyelesaikan tugas dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Salah seorang peserta
didik menyatakan, "Kalau sudah diberi tanggung jawab, kami harus menyelesaikannya sampai
selesai karena itu menjadi kepercayaan dari guru."” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
proses internalisasi tanggung jawab tidak hanya berlangsung melalui arahan guru, tetapi
berkembang dari pengalaman nyata ketika peserta didik dipercaya mengelola tugas,
menjalankan amanah, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam kehidupan
sekolah. Pengalaman yang berulang tersebut pada akhirnya membentuk budaya akuntabilitas
yang menjadi bagian dari karakter antikorupsi peserta didik.

Pengamatan selama penelitian memperlihatkan bahwa budaya tanggung jawab telah
menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Peserta didik tampak menjalankan piket kelas sesuai
jadwal, menyelesaikan tugas pembelajaran tepat waktu, serta aktif melaksanakan berbagai
program sekolah sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut diperkuat oleh
berbagai dokumen sekolah yang menunjukkan bahwa penguatan nilai tanggung jawab
diintegrasikan ke dalam tata tertib, program pendidikan karakter, kegiatan organisasi siswa,
serta sistem pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Keseluruhan temuan tersebut
menggambarkan bahwa pembentukan tanggung jawab tidak berlangsung melalui pemberian
instruksi semata, tetapi melalui pengalaman menjalankan amanah secara konsisten sehingga
sikap akuntabel tumbuh sebagai bagian dari budaya sekolah.

Ketiga sumber data memperlihatkan adanya pola yang konsisten mengenai pembentukan
nilai tanggung jawab di SMA Negeri 1 Takengon. Tanggung jawab tidak dipraktikkan sebagai
kewajiban yang muncul ketika peserta didik menerima tugas tertentu, tetapi menjadi bagian
dari kebiasaan yang melekat dalam berbagai aktivitas sekolah. Kesempatan untuk menerima
amanah, menyelesaikan pekerjaan sesuai peran masing-masing, serta
mempertanggungjawabkan hasilnya membentuk pengalaman belajar yang berlangsung secara
berkesinambungan. Pola tersebut menunjukkan bahwa penguatan nilai tanggung jawab telah
terintegrasi dalam kehidupan sekolah melalui berbagai aktivitas yang saling mendukung,
sehingga peserta didik tidak hanya memahami pentingnya tanggung jawab, tetapi juga
memperoleh ruang untuk mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan nilai tanggung jawab dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa
pendidikan antikorupsi tidak hanya diarahkan pada penguasaan nilai moral, tetapi juga pada
pembentukan akuntabilitas peserta didik melalui pengalaman menjalankan amanah.
Kesempatan untuk memimpin kegiatan, menyelesaikan tugas kelompok, melaksanakan piket
kelas, serta mengelola berbagai aktivitas organisasi memberikan ruang bagi peserta didik untuk
belajar mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Perspektif
tersebut memperluas hasil penelitian Kirana & Siswantoro (2025) yang menempatkan
keteladanan guru sebagai faktor utama dalam pendidikan antikorupsi. Pada konteks SMA
Negeri 1 Takengon, keteladanan guru memang menjadi elemen penting, namun pembentukan
tanggung jawab berlangsung lebih efektif ketika peserta didik memperoleh kepercayaan untuk
menjalankan peran secara nyata. Temuan ini juga melengkapi penelitian Maulana dkk (2025),
Syahfitri dkk (2025) yang menekankan pentingnya pembiasaan karakter sejak dini, karena
proses pembiasaan tersebut tidak hanya membentuk kedisiplinan, tetapi juga mengembangkan
kemampuan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diterima.
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Perspektif tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan Thomas Lickona yang
menempatkan karakter sebagai hasil integrasi antara pengetahuan moral, penghayatan moral,
dan tindakan moral (Pranilinsyia dkk., 2025). Dalam penelitian ini, tanggung jawab tidak
berhenti pada pemahaman mengenai kewajiban, tetapi berkembang menjadi tindakan nyata
melalui berbagai aktivitas sekolah yang menuntut komitmen dan konsistensi. Proses tersebut
juga memperkuat pandangan Lawrence Kohlberg bahwa perkembangan moral berlangsung
ketika individu dihadapkan pada situasi yang menuntut pertimbangan etis dan pengambilan
keputusan secara bertanggung jawab (Fauziyah & Waningyun, 2026). Di sisi lain, hasil
penelitian ini memperlihatkan perbedaan dengan Irfandi (2026) yang lebih menempatkan
pendidikan kewarganegaraan sebagai ruang utama pembentukan karakter antikorupsi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tanggung jawab tidak hanya berlangsung
melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui pengalaman keseharian peserta didik ketika
menjalankan berbagai amanah dalam kehidupan sekolah. Dengan demikian, pembentukan
tanggung jawab lebih mencerminkan proses pembelajaran berbasis pengalaman daripada
sekadar penyampaian materi di dalam kelas.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai mekanisme
pembentukan tanggung jawab sebagai fondasi akuntabilitas dalam pendidikan antikorupsi.
Sebagian besar penelitian terdahulu memosisikan tanggung jawab sebagai salah satu nilai
karakter yang perlu ditanamkan melalui kurikulum, pembelajaran, atau keteladanan guru
(Sitepu dkk., 2025; Nafsihi & Nasrowi, 2026; Wahyuni dkk., 2023)). Sebaliknya, penelitian
ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab berkembang melalui keterhubungan antara
pembelajaran, pemberian amanah, budaya sekolah, serta pengalaman
mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini selaras
dengan pemikiran Susan Rose-Ackerman yang menegaskan bahwa pencegahan korupsi
memerlukan pembentukan budaya akuntabilitas sejak dini (Rambey, 2026). Dalam konteks
sekolah, budaya tersebut dibangun bukan semata-mata melalui aturan formal, tetapi melalui
kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengelola kepercayaan, menjalankan
tanggung jawab, dan menerima konsekuensi atas setiap keputusan yang diambil. Dengan
demikian, penelitian ini memperkaya kajian pendidikan karakter antikorupsi dengan
menunjukkan bahwa akuntabilitas peserta didik tumbuh dari pengalaman sosial yang berulang
dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas sekolah, bukan hanya dari proses pembelajaran di
kelas.

Implementasi Nilai Kesederhanaan dalam Pembentukan Pengendalian Diri Peserta
Didik

Kesederhanaan dipahami oleh warga sekolah sebagai sikap yang tumbuh melalui
pembiasaan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya secara bijaksana, bukan sekadar
sebagai aturan untuk membatasi perilaku peserta didik. Kepala sekolah menilai bahwa budaya
hidup sederhana perlu dibangun melalui berbagai aktivitas sekolah sehingga peserta didik
mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan
tersebut diperkuat oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat yang
menekankan bahwa berbagai kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan masyarakat maupun
orang tua selalu diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian, sikap saling menghargai, dan
penggunaan sumber daya secara proporsional. Menurutnya, pembiasaan tersebut membantu
peserta didik memahami bahwa kesederhanaan merupakan bagian dari karakter yang harus
diwujudkan baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif pembelajaran, Guru [IPAS memandang kesederhanaan sebagai sikap
yang dapat dikembangkan melalui pengalaman peserta didik dalam memanfaatkan lingkungan
dan fasilitas belajar secara bertanggung jawab. Pembelajaran tidak hanya diarahkan untuk
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meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga membiasakan peserta didik menggunakan
berbagai sumber belajar sesuai kebutuhan serta menjaga kelestarian fasilitas yang tersedia.
Salah seorang guru menambahkan bahwa sekolah terus mendorong peserta didik untuk
menghargai setiap fasilitas yang dimiliki karena sikap tersebut merupakan bagian dari
pendidikan karakter yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan
tersebut, peserta didik belajar bahwa penggunaan sumber daya secara bijaksana merupakan
bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekolah.

Pengalaman tersebut dirasakan secara langsung oleh peserta didik dalam berbagai
aktivitas sekolah. Mereka mengungkapkan bahwa kebiasaan menggunakan perlengkapan
belajar secara hemat, menjaga fasilitas bersama, serta tidak menunjukkan gaya hidup yang
berlebihan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah. Salah seorang peserta
didik menyampaikan bahwa kebiasaan tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dalam
menggunakan perlengkapan belajar maupun fasilitas sekolah karena semuanya dimanfaatkan
secara bersama-sama. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa nilai kesederhanaan
berkembang melalui praktik yang terus dilakukan sehingga membentuk cara berpikir dan
bertindak peserta didik dalam menggunakan sumber daya secara proporsional, menghargai hak
orang lain, serta mengendalikan keinginan yang berlebihan.

Gambaran tersebut semakin terlihat ketika peserta didik diberikan ruang untuk mengelola
berbagai aktivitas sekolah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif.
Para guru tidak hanya mengarahkan peserta didik agar hidup sederhana, tetapi juga
menanamkan kesadaran bahwa setiap fasilitas sekolah merupakan amanah yang harus dijaga
bersama. Seorang peserta didik mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut membuat mereka
lebih berhati-hati dalam menggunakan perlengkapan belajar maupun fasilitas sekolah karena
semuanya digunakan secara bersama-sama. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa
kesederhanaan berkembang melalui kebiasaan yang terus dipraktikkan sehingga menjadi
bagian dari cara berpikir dan bertindak peserta didik dalam kehidupan sekolah.

Pengamatan selama penelitian memperlihatkan bahwa praktik kesederhanaan tidak
berhenti pada penggunaan fasilitas sekolah, tetapi juga tercermin dalam pola interaksi
antarpeserta didik yang tidak menonjolkan perbedaan kondisi ekonomi maupun kepemilikan
pribadi. Budaya saling menghargai, menjaga fasilitas bersama, serta memanfaatkan berbagai
sumber belajar sesuai kebutuhan diperkuat melalui berbagai program pendidikan karakter dan
tata tertib sekolah yang terdokumentasi dengan baik. Keseluruhan kondisi tersebut
memperlihatkan bahwa nilai kesederhanaan berkembang sebagai budaya sekolah yang
mendorong peserta didik membangun pengendalian diri, rasa tanggung jawab terhadap fasilitas
bersama, serta sikap menghargai apa yang dimiliki tanpa menunjukkan perilaku yang
berlebihan.

Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan nilai kesederhanaan
berlangsung melalui proses pembiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah.
Kesederhanaan tidak diposisikan sebagai aturan yang membatasi perilaku peserta didik, tetapi
berkembang sebagai pengalaman belajar yang membentuk cara mereka menggunakan sumber
daya, berinteraksi dengan lingkungan, serta memahami pentingnya hidup secara proporsional.
Dengan demikian, nilai kesederhanaan menjadi bagian dari budaya sekolah yang mendukung
terbentuknya karakter antikorupsi melalui penguatan pengendalian diri dalam kehidupan
sehari-hari.

Pembiasaan hidup sederhana yang berkembang di SMA Negeri 1 Takengon
memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi diarahkan untuk membangun kemampuan
peserta didik dalam mengendalikan diri ketika berhadapan dengan berbagai pilihan dan
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kepentingan. Kesederhanaan tidak dipraktikkan sebagai bentuk pembatasan terhadap peserta
didik, melainkan sebagai cara membangun kesadaran agar mereka mampu menggunakan
sumber daya secara proporsional, menghargai fasilitas bersama, dan menghindari perilaku
yang berlebihan. Pola tersebut memperkuat pandangan Thomas Lickona bahwa karakter tidak
terbentuk melalui penyampaian nilai semata, tetapi melalui kebiasaan yang dilakukan secara
konsisten hingga menjadi bagian dari perilaku individu. Dalam konteks penelitian ini,
pengalaman menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab dan hidup sesuai
kebutuhan menjadi media yang memungkinkan peserta didik menghayati makna
kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan tersebut memiliki irisan dengan sejumlah penelitian sebelumnya, meskipun
menunjukkan penekanan yang berbeda. Anwar (2021) menempatkan kesederhanaan sebagai
salah satu nilai dasar dalam pendidikan antikorupsi yang perlu ditanamkan sejak dini,
sedangkan Alfidyah (2025) menekankan pentingnya budaya sekolah dan keteladanan guru
dalam membangun karakter antikorupsi. Hasil penelitian ini memperkuat kedua pandangan
tersebut, namun memperlihatkan bahwa kesederhanaan memperoleh makna ketika peserta
didik mengalami secara langsung praktik hidup proporsional dalam aktivitas sekolah. Dengan
demikian, internalisasi nilai tidak berhenti pada pembelajaran di kelas maupun keteladanan
guru, tetapi berkembang melalui pengalaman sosial yang terus diulang dalam penggunaan
fasilitas bersama, pelaksanaan kegiatan sekolah, dan interaksi antarpeserta didik. Perspektif ini
juga melengkapi temuan Permadani & Setiyono (2025) yang lebih menempatkan pembelajaran
sebagai wahana utama pendidikan antikorupsi, karena penelitian ini menunjukkan bahwa
lingkungan sekolah memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam membentuk karakter
peserta didik.

Jika dicermati secara lebih mendalam, berbagai temuan penelitian mengisyaratkan
bahwa kesederhanaan berperan sebagai mekanisme pengendalian diri yang menopang
terbentuknya integritas peserta didik. Kemampuan membedakan antara kebutuhan dan
keinginan, menggunakan fasilitas sesuai fungsi, serta menghargai sumber daya yang dimiliki
bersama merupakan bentuk latihan moral yang berlangsung dalam aktivitas sehari-hari.
Kebiasaan tersebut memiliki arti penting karena kecenderungan untuk bersikap berlebihan
sering kali menjadi titik awal munculnya perilaku yang mengabaikan kepentingan bersama.
Dalam konteks pendidikan antikorupsi, pembentukan pengendalian diri menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari upaya mencegah berkembangnya sikap oportunistik maupun
penyalahgunaan kewenangan sejak usia sekolah.

Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa nilai kesederhanaan memiliki hubungan yang
erat dengan nilai-nilai antikorupsi lainnya yang berkembang di lingkungan sekolah.
Kesederhanaan memperkuat kejujuran karena peserta didik dibiasakan untuk tidak mencari
keuntungan secara berlebihan, mendukung tumbuhnya keadilan melalui penghargaan terhadap
hak bersama, serta memperkuat tanggung jawab dalam memanfaatkan setiap amanah dan
fasilitas yang tersedia (Fardani, 2026). Hubungan antarnilai tersebut memperlihatkan bahwa
proses internalisasi pendidikan antikorupsi tidak berlangsung secara parsial, melainkan melalui
keterpaduan berbagai nilai karakter yang saling menguatkan dalam kehidupan sekolah. Oleh
karena itu, efektivitas pendidikan antikorupsi lebih ditentukan oleh kemampuan sekolah
membangun budaya yang memungkinkan seluruh nilai tersebut dipraktikkan secara konsisten
daripada sekadar menambahkan materi antikorupsi ke dalam proses pembelajaran.

Proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang berlangsung di SMA Negeri 1 Takengon
memperlihatkan bahwa pembentukan integritas peserta didik tidak lahir dari satu bentuk
intervensi pendidikan, melainkan tumbuh melalui keterpaduan berbagai pengalaman yang
mereka alami selama berada di lingkungan sekolah. Kejujuran, keadilan, tanggung jawab,
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kesederhanaan, dan keberanian berkembang secara bersamaan melalui interaksi dalam
pembelajaran, pembiasaan, keteladanan guru, penerapan aturan sekolah, hingga berbagai
kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengambil keputusan dan
mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam proses tersebut, peserta didik tidak hanya
memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga mengalami secara
langsung bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sekolah. Pengalaman yang
terus berulang inilah yang menjadikan nilai-nilai antikorupsi bertransformasi dari sekadar
pengetahuan menjadi bagian dari sikap dan perilaku yang membentuk integritas peserta didik.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak
cukup dijelaskan melalui efektivitas pembelajaran di kelas ataupun keteladanan guru semata.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter antikorupsi berlangsung dalam
suatu ekosistem pendidikan yang melibatkan budaya sekolah, tata kelola kelembagaan,
hubungan sosial antarsesama warga sekolah, kesempatan belajar melalui pengalaman, serta
dukungan keluarga dalam memperkuat nilai yang telah ditanamkan di sekolah. Perspektif ini
memperluas pemahaman mengenai implementasi pendidikan antikorupsi yang selama ini lebih
banyak dibahas dari sudut pandang kurikulum, strategi pembelajaran, atau program pendidikan
karakter. Dengan demikian, penguatan integritas peserta didik memerlukan lingkungan
pendidikan yang mampu menghadirkan pengalaman moral secara konsisten sehingga nilai-
nilai antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi menjadi budaya
yang hidup dalam keseharian warga sekolah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter di SMA Negeri 1
Takengon berlangsung secara terintegrasi melalui pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan
guru, tata kelola sekolah, serta pembiasaan yang memberikan pengalaman nyata kepada peserta
didik dalam mengembangkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan
keberanian. Proses tersebut membentuk integritas peserta didik tidak hanya pada ranah
pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan perilaku yang tercermin dalam kehidupan sekolah
sehari-hari. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi
bergantung pada keterpaduan berbagai unsur dalam ekosistem pendidikan yang saling
memperkuat, termasuk dukungan keluarga dalam menjaga konsistensi penerapan nilai di luar
lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penguatan pendidikan antikorupsi perlu dikembangkan
melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak hanya
dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi menjadi budaya yang hidup dalam seluruh
aktivitas sekolah. Penelitian ini terbatas pada satu sekolah dengan pendekatan studi kasus
sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada konteks sekolah yang berbeda. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan berbagai jenis sekolah dan
menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods untuk memperoleh pemahaman
yang lebih komprehensif mengen
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